ABSTRAK

Tantri Irawan: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Pelaksanaan Green Sukuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs)
Berdasarkan Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan Sukuk Hijau
(Green Sukuk) memenuhi tujuan maqgasid syariah dengan membantu melindungi
lingkungan (hifz al-bi'ah), melestarikan aset (hifz al-mal), dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (maslahah). Menggabungkan kedua aturan ini
menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dan aturan sektor keuangan bekerja
sama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip
Syariah.

Studi ini berfokus pada pemeriksaan bagaimana Sukuk Hijau (Green
Sukuk) dipraktikkan dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) melalui lensa Hukum Ekonomi Syariah. Studi ini menyoroti perlunya
menyelaraskan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023. Sukuk Hijau (Green Sukuk) adalah
jenis instrumen keuangan berkelanjutan yang mengikuti hukum Syariah. Hal ini
penting untuk membantu mendanai proyek-proyek pembangunan yang baik bagi
lingkungan dan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),
terutama di bidang yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif,
yang mencakup fokus pada hukum dan pemahaman konseptual. Informasi tersebut
berasal dari sumber hukum primer, seperti Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022
dan Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023. Informasi tersebut juga mencakup sumber
hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan
keuangan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan OJK No. 18 Tahun
2023 memperluas aturan untuk sukuk berkelanjutan, termasuk Sukuk Hijau (Green
Sukuk). Hal ini dilakukan dengan menambahkan prinsip keberlanjutan yang
melindungi lingkungan dan dampak sosial. Peraturan tersebut juga mencakup
persyaratan pelaporan dan kejelasan tentang bagaimana dana tersebut digunakan.
Aturan ini sesuai dengan tujuan SDGs dan janji-janji global yang dibuat untuk
mengatasi perubahan iklim. Pada saat yang sama, Peraturan Presiden No. 111 Tahun
2022 memberikan panduan tentang kebijakan nasional untuk mencapai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan menggunakan cara-cara kreatif untuk
mendanai inisiatif berkelanjutan.

Namun, masih penting untuk meningkatkan bagaimana kita menerapkan,
memantau, dan benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai Syariah sehingga Sukuk
Hijau (Green Sukuk) bukan hanya formalitas tetapi juga membuat perbedaan nyata
dalam keberlanjutan.

Kata Kunci: Green Sukuk, SDGs, Hukum Ekonomi Syariah, Keuangan
Berkelanjutan, Harmonisasi Regulasi Perpres dan POJK.



ABSTRACT

Tantri Irawan: Sharia Economic Law Analysis of the Implementation
of Green Sukuk in the Sustainable Development Goals (SDGs) Based on the
Harmonization of Presidential Regulation Number 111 of 2022 and Financial
Services Authority Regulation Number 18 of 2023

From a Sharia Economic Law perspective, the use of Green Sukuk fulfills
the objectives of Maqasid Sharia by helping protect the environment (hifz al-bi‘ah),
preserving assets (hifz al-mal), and improving social welfare (maslahah). The
integration of these two rules demonstrates how national policies and financial
sector regulations work together to support sustainable development based on
Sharia principles.

This study focuses on examining how Green Sukuk is practiced in relation
to the Sustainable Development Goals (SDGs) through the lens of Sharia Economic
Law. The study highlights the need to align Presidential Regulation No. 111 of 2022
with Financial Services Authority Regulation No. 18 of 2023. Green Sukuk is a type
of sustainable financial instrument that complies with Sharia law. This is crucial for
helping finance environmentally friendly development projects and achieving the
Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in areas related to the
environment and society.

The research method used is a normative legal approach, which includes
a focus on legal and conceptual understanding. This information is sourced from
primary legal sources, such as Presidential Regulation No. This information also
includes secondary legal sources such as books, journals, and documents related to
sustainable finance.

The results of this study indicate that OJK Regulation No. 18 of 2023
expands the rules for sustainable sukuk, including Green Sukuk. This is done by
adding sustainability principles that protect the environment and social impacts.
This regulation also includes Reporting requirements and clarity on how the funds
are used. This regulation aligns with the goals of the SDGs and global pledges made
to address climate change. At the same time, Presidential Regulation No. 111 of
2022 provides national policy guidance for achieving the Sustainable Development
Goals (SDGs) by using creative ways to fund sustainable initiatives.

However, it is still crucial to improve how we implement, monitor, and
truly integrate Sharia values so that Green Sukuk is not just a formality but also
makes a real difference in sustainability.

Keywords: Green Sukuk, SDGs, Islamic Economic Law, Sustainable
Finance, Regulatory Harmonization between Presidential Regulation and POJK.
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